
SALINAN 

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG  

PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN SENTRA MAKANAN DAN MINUMAN 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang :   a. bahwa salah satu jenis Retribusi Atas Pemakaian Kekayaan 

Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

adalah pemakaian sentra Usaha Mikro dan Kecil berupa 

pemakaian Sentra Makanan dan Minuman; 

b. bahwa dalam rangka penguatan pemberdayaan ekonomi

masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta guna meringankan beban masyarakat Kota Surabaya akibat

dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Pemerintah Kota Surabaya memberikan insentif berupa

pembebasan retribusi pemakaian sentra makanan dan minuman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota

tentang Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan

Minuman.

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 1);

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

Perdagangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor

83).
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MENGINSTRUKSIKAN : 

Kepada : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 

Kota Surabaya 

Untuk 

KESATU : Melakukan pembebasan retribusi pemanfaatan Kekayaan Daerah 

berupa pemakaian sentra makanan dan minuman di Kota Surabaya. 

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada 

Walikota Surabaya. 

KETIGA : Instruksi Walikota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 1 Desember 2022 

   WALIKOTA SURABAYA, 

    ttd 

 ERI CAHYADI 

Tembusan: 

Yth.   1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya; 

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;

3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN  

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 


